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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Melihat wewenang Pengadilan Agama bahwa Pengadilan Agama adalah

lembaga hukum peradilan keluarga, yang mempunyai perkara-perkara dibidang

perdata keluarga serta mempunyai tugas dan wewenang yang berbeda dengan

Peradilan Umum.1 Dalam praktek sehari-hari Pengadilan Agama Pekanbaru

terdapat berbagai masalah keluarga yang diselesaikan melalui jalur hukum. Dari

berbagai kasus yang ada yang paling dominan dan menduduki posisi teratas

adalah masalah kasus perceraian terutama dalam masalah kasus cerai gugat yang

dikabulkan maupun yang dibatalkan. Dengan demikian Pengadilan Agama

Pekanbaru telah bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan

menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dengan kewenangannya

baik ditingkat pertama maupun tingkat Banding.2

Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat berhubungan

satu sama lain, saling mencintai, saling menyayangi dan menghasilkan keturunan,

dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah

dan Rasulullah SAW. 3 firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yaitu:

1 Bustami Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Gema Insani Press,
1996), hal 95.

2 M. Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilam Agama, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
1997), hal 3.

3 A Rahman I Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (syari’ah),
(Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2002), hal 150.
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









Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa
kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.4 (QS:Ar-Rum :21)

Islm lebih menganjurkan perdamaian diantara kedua suami isteri dari pada

memutuskan mereka. Namun jika hubungan baik pasangan suami isteri itu tidak

mungkin diteruskan lagi, maka Islam pun tidak membelenggu dengan rantai yang

membahayakan, merusak dan mengakibatkan keadaan yang semakin

menyengsarakan dan menyakiti, maka di bolehkan perceraian. Namun harus

terdapat alasan-alasan yang kuat untuk terlaksananya tujuan pereraian tersebut,

alasan tersebut adalah bahwa suaminya sering mengeluarkan kata-kata yang tidak

sopan dan kasar setiap terjadi pertengkaran, selalu memukul isteri, tidak ada

keterbukaan dalam rumah tangga, selingkuh dengan wanita lain, tidak memberi

nafkah terhadap isterinya, menyiksa istri dan lain-lainnya.5 Dan hak cerai itu

hanya dapat digunakan dalam keadaan yang sangat memaksa (genting).

Sebagaimana sabda Nabi SAW.

وصححھ حاكم)   حلال الى الله الطلاق (رواه اْ  بو داود لبغض ااَ 

4 Depag RI, Al-qur’an Dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara
Penerjemahan Al-qur’an, 1983), hal 664.

5 Murshida dan Amri (Panitera Pengganti), Wawancara, 10 januari 2014.
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Artinya: “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah Thalak”. (H.R.
Abu Daud).

Seperti yang ditetapkan Syari’ah bahwa suami mempunyai hak untuk

menceraikan isterinya, maka isteri juga dapat menuntut cerai, jika memang cukup

alasannya. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga cukup rinci dikemukakan

mengenai perceraian ini dalam pasal 116 tentang alasan-alasan perceraian

tersebut.6 Jika suami berlaku kejam, maka isteri dapat meminta cerai (Khulu’).

Isteri tidak dapat dipaksa untuk mentolerir sikap dan perbuatan suami bila

perlakuan itu sekiranya tidak patut lagi. Dengan demikian maka isteri dapat

mengambil jalan pintas untuk mengakhiri perkawinannya dengan jalan perceraian

atas permintaan isteri dengan kerelaan si isteri membayar ‘Iwadh atau disebut

juga dengan Thalak Tebus,  artinya bahwa suatu perceraian yang dilakukan oleh

suami kepada isterinya dengan kehendak istri, dan isteri bersedia untuk membayar

‘Iwadh (ganti rugi), sebagai penebus dirinya yang dilakukan atas persetujuan di

antara kedua belah pihak (suami-isteri).7

Menurut pendapat mazhab Hanafi, Khulu’ itu melepaskan ikatan

perkawinan yang tergantung kepada permintaan isteri dengan lafaz Khulu’ atau

yang semakna dengannya. “Akibat akad ini baru berlaku apabila mendapat

persetujuan isteri dan mengisyaratkan adanya ganti rugi bagi pihak suami”.8

6 Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, (Jakarta:Siraja,2006). hal
170-174.

7 A Rahman I Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (syari’ah), (Jakarta: PT.

Raja Grafindo Persada, 2002), hal 151-15.

8 Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam , (Jakarta:Gema Insani, 2011), Jilid 9, hal 418-419.
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Khulu’ merupakan perceraian yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya atas

dasar kehendak isteri dengan catatan pihak isteri sanggup membayar ganti rugi

(‘Iwadh) kepada pihak suami yang dilakukan atas dasar adanya kesepakatan dan

persetujuan antara kedua belah pihak dengan menggunakan perkataan cerai.9

Sebagaimana di nyatakan dalan Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat :187 yang

berbunyi:

…

…

Artinya: “Mereka (perempuan) adalah Pakaian bagimu (laki-laki), dan kamupun

adalah Pakaian bagi mereka (perempuan)”.10

Berdasarkan Observasi penulis di Pengadilan Agama Pekanbaru telah

banyak menyelesaikan perkara-perkara perceraian yang dalam putusannya

ditetapkan sebagai perceraian dengan jalan Khulu’ yang disebabkan adanya

pelanggaran Shighat Taklik Talak11 yang di ucapkan ketika berlangsungnya akad

nikah. Maksud dari Taklik Talak ini adalah ikrar suami yang untuk menjatuhkan

talak kepada isteri baik melalui persyaratan maupun tidak setelah apa yang di

ucapkan oleh suami benar-benar dilakukan atau terjadi dan terbukti. Semua

alasan-alasan maupun penyebab terjadinya perceraian ini Majlis Hakim

Pengadilan Agama Pekanbaru memutuskan putusan gugatan itu dengan putusan

yang sama yakni mengabulkan gugatan penggugat yang di katergorikan sebagai

9 Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan
Bintang, 1974), Cet 3, hal 181.

10 Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan
Penyelenggara Penerjemahan al-qur’an. 1983), hal. 644.

11 Yufrizal, S.H, M.H, (Kasubag Umum), Wawancara, 16 Januari 2014.
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putusan Khulu’ yakni Thalak satu Khul’i . Tujuannya agar melindungi hak-hak

isteri sebagai kaum yang lemah, mengingat dan menyadari suami bahwa sikap dan

prilakunya yang melebihi batas itu merupakan tindakan aniaya, supaya suami

tidak melanggar hak-hak isterinya.12

Dalam hal teknis proses ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI),

UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama. Perlu diketahui bahwa proses prosedur

atau formal perkara Khulu’ di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A adalah

dengan prosedur yang harus ditempuh oleh istri yaitu sebelum mendaftar si isteri

harus mempersiapkan semua syarat yang harus di lengkapi mendaftar terlebih

dahulu setelah di lengkapi seluruh syarat maka di daftarkan kepada Panitera,

selanjutnya penggugat melakukan pembayaran sejumlah uang untuk proses

sidangnya atau panjar biaya perkara, setelah selesai maka Panitera melakukan

Penunjukan Majlis Hakim (PMH) dengan demikian selanjutnya menetapkan hari

sidang selama 7 hari setelah itu baru memanggil para pihak yang berperkara.

Dalam proses sidang tergugat tidak pernah hadir setiap sidang dilakukan dan

tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasa maka Hakim

menimbang setelah beberapa kali persidangan ternyata biaya perkara telah habis

dan telah di perintahkan kepada Panitera untuk menegur Penggugat agar

menambah biaya perkara, seandainya tidak di hiraukan oleh Penggugat maka

Hakim membatalkan pendaftaran permohonan Penggugat, berdasarkan

wawancara penulis dengan Penggugat dengan biaya sidang tersebut terlalu banyak

dan Penggugat keterbatasan biaya, sedangkan Penggugat sangat bertekad untuk

12 Rusli, ( Panitera Pengganti), Wawancara, Pekanbaru, 20 Januari 2014
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bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat pun tidak menghiraukan sedikitpun

gugatan dari Penggugat.13

Pada proses berlangsungnya persidangan perkara Khulu’ ini adalah

penggugat menuntut kepada Majlis Hakim agar proses sidangnya diputuskan

langsung oleh Hakim, namun Hakim tidak memutuskan perkaranya begitu saja

akan tetapi Hakim menunda hari sidang dan dilanjutkan minggu depan. Sidang

berikutnya Hakim memberikan anjuran damai kepada kedua belah pihak, namun

anjuran damai tersebut tidak berhasil dilakukan oleh Hakim, sebab pihak

penggugat sudah bertekad untuk melakukan perceraian.

Perkara yang diajukan oleh si isteri di Pengadilan Agama Pekanbaru untuk

mencari kebenaran dan keadilan demi terlindungi hak-haknya sebagai kaum yang

lemah dan suami tidak melanggar hak-hak dhahuri isteri, terkadang seorang

suami bersikap semena-mena terhadap isteri dan menelantarkannya. Terkadang

tidak ada perhatian sama sekali terhadap isteri. Dengan Khulu’ ini seorang isteri

bisa menyelamatkan dirinya dari belenggu rumah tangga yang sudah tidak bisa di

pertahankan lagi. Dalam upaya penyelesaian perkara-perkara seperti ini

pemerintah membuat jalur birokrasi yang sistematis yang dapat ditempuh oleh

suami maupun isteri yang merasa sudah tidak dapat bersama lagi, maka melalui

lembaga yang bernama Pengadilan Agama (khususnya Pengadilan Agama) dalam

bentuk permohonan dan untuk selanjutnya hasil dari putusan ini lazimnya disebut

dengan perceraian.

13 Slamet Dwiyanti, (sebagai Penggugat), Wawancara, 21 Januari 2014.
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Berdasarkan latar belakang inilah timbul keinginan penulis untuk

mengetahui  lebih jauh bagaimana proses penyelesaian kasus Khulu’ yang terjadi

di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A. Untuk itu penulis tertarik untuk

menuangkannya dalam bentuk penelitian yang diterangkan dalam sebuah judul:

PROSES PENYELESAIAN KASUS KHULU’ DI PENGADILAN AGAMA

PEKANBARU KELAS 1A MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.

B. Batasan Masalah

Kemudian untuk lebih terarahnya penelitan ini maka penulis membatasai

permasalahan yang akan dibahas yakni, mengenai analisis terhadap proses

penyelesaian kasus khulu’  di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A.

C. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian ini secara

metodologi dan sistematis, maka permasalahan yang akan diangkat adalah:

1. Bagaimana proses penyelesaian kasus Khulu’ dalam putusan Pengadilan

Agama Pekanbaru Kelas 1 A ?

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap putusan hakim Pengadilan

Agama Pekanbaru Kelas 1 A terhadap kasus Khulu’ ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Memperoleh gambaran tentang proses penyelesaian putusan kasus

Khulu’ sebagai alasan pereceraian yang terjadi di Pengadilan Agama

Pekanbaru Kelas 1 A.
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2. Menggali informasi bagaimana proses penyelesaian putusan kasus

Khulu’ sebagai alasan perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama

Pekanbaru Kelas 1 A dan untuk mengetahui pandangan Hukum Islam

tentang proses Khulu’ tersebut.

3. Untuk mengetahui lebih jauh dan mendalam tentang proses penyelesaian

putusan kasus Khulu’ sebagai alasan perceraian yang terjadi di

Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A.

b. Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah pengetahuan dan memperbanyak khazanah pemikiran

pemerhati hukum dan lembaga hukum tanah air.

2. Memperdalam pengetahuan penulis di bidang riset ilmiah serta

menambah wawasan penulis terhadap masalah yang sedang diteliti.

3. Untuk memenuhi persyaratan penyelesaian akhir studi untuk memperoleh

gelar sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris yang

merupakan penelitian hukum yang dilakukan di lapangan (Field

Research), yaitu dengan melihat langsung bagaimana  proses pelaksanaan

kasus Khulu’ di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A.
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2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A

yang beralamat di Jl. Arifin Ahmad kota Pekanbaru yang wilayah

hukumnya meliputi kota Pekanbaru. Alasan penulis memilih lokasi

tersebut adalah karena lokasi penelitian mudah dijangkau dan letaknya

sangat strategis.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah orang yang berperkara dan para Hakim

Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru serta orang-orang yang terlibat

dengan perkara Khulu’ di Pengadilan Agama tersebut. Sedangkan

objeknya adalah mengenai proses putusan  kasus Khulu’ sebagai salah satu

bentuk cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A itu sendiri.

4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 116 orang, yang terdiri dari

13 orang Hakim, 12 orang Panitera Pengganti, 11 Jurusita Pengganti, 10

orang Pegawai/karyawan dan 70 orang yang berperkara yaitu 35 perkara

Khulu’ tahun 2013 di Pengadilan Agama Pekanbaru. Karena populasi

banyak, maka penulis mengambil sampel sebanyak 15 orang dengan

menggunakan teknik Purposive Sampling yaitu dengan pertimbangan

peneliti bahwa yang menjadi sampel adalah orang-orang yang terlibat

dalam penyelesaian khulu’ dan mengerti dengan perkara khulu’ yang

terdiri dari 3 Hakim, 3 Panitera Pengganti, serta 8 orang yang berperkara

(4 perkara kasus Khulu’) di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A.
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5. Sumber Data

1) Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan

yaitu Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dan orang-orang yang

terlibat dengan perkara khulu’.

2) Data sekunder ialah data yang sudah tersedia diperpustakaaan atau

buku-buku, artikel, majalah dan kamus sesuai dengan masalah yang

diteliti. Data sekunder terbagi tiga yaitu:

a) Bahan Hukum Primer yaitu Al-Qur’an, Hadis ( sunan Abu Daud dan

Shahih Imam al-Bukhari), Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru,

Hukum Acara Peradilan Agama, Undang-undang No.1 tahun 1974,

Kompilasi Hukum Islam.

b) Bahan Hukum Sekunder yaitu: Tafsir, fiqh lima Mazhab, fiqh

Sunnah, fiqh munakahat, fiqh Islam, Subulus Salam Jilid III,

c) Bahan Hukum Tersier yaitu: Kamus Bahasa Arab dan Ensiklopedi

Hukum Islam .

6. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi ialah mengadakan pengamatan dan penyelidikan terhadap

kejadian ynag berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti

secara langsung. Hal ini untuk menambah keyakinan dari data yang

diperoleh dari wawancara.

b. Wawancara ialah tanya jawab secara langsung antara penulis dengan

sumber-sumber informasi yang berkaitan dengan penelitian. Yakni

ketua Pengadilan Agama, para Hakim dan Panitera.
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c. Studi dokumentasi ialah meneliti berkas-berkas perkara yang telah

diputuskan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas

1 A.

d. Studi Pustaka, yaitu dengan melakukan kajian pustaka dan menela’ah

buku-buku yang ada kaitannya dengan penyelesaian masalah penelitian.

7. Metode Penulisan

Setelah data terkumpul maka dilanjutkan dengan mengelola dta dan

menganalisa tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Induktif, yaitu mengumpulkan data yang ada dilapangan yang

berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian dari data tersebut

diambil kesimpulan secara umum.

2. Deduktif, yaitu menggunakan kaedah-kaedah umum, lalu disimpulkan

secara khusus.

3. Deskriptif, yaitu mengemukakan dan menggambarkan secara tetap dan

apa adanya, kemudian dianalisa sesuai dengan data yang diperoleh.

8. Metode Analisa Data

Adapun metode analisa data yang penulis pakai dalam penelitian

ini adalah dengan menggunakan metode analisa Deskriptif kualitatif yaitu

data-data tersebut diklasifikasikan kedalam kategori tertentu, kemudian

antara satu data dengan data yang lain dihubungkan atau dibandingkan

sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.
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F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ini lebih terarah sebagai rancangan kerangka

penulisan penelitian ilmiah ini, maka dalam hal ini penulis membagi kedalam lima

Bab yang tersusun secara sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian,

Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan umum lokasi penelitian Pengadilan Agama Pekanbaru yang

memuat, Sejarah Pengadilan Agama Pekanbaru, Visi dan Misi,

Struktur Organisasi , Uraian Tugas dan Tanggung Jawabnya.

BAB III : Tinjauan umum tentang Khulu’ yang terdiri dari, Pengertian Khulu’,

Dasar Hukum Khulu’, Rukun dan Syarat Khulu’, Alasan dan

Penyebab terjadinya Khulu’, , dan Akibat Khulu’.

BAB IV : Analisis terhadap proses penyelesaian kasus putusan Khulu’ di

Pengadilan Agama Pekanbaru, yang meliputi: proses penyelesaian

perkara Khulu’ di Pengadilan Agama Pekanbaru, putusan-putusan

perkara Khulu’, tinjauan Hukum Islam.

BAB V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.


